
I. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Mengkaji mengenai masalah kekerasan bukanlah suatu hal mudah, sebab kekerasan pada

dasarnya adalah merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya

tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, semuanya itu adalah

contoh daripada bentuk-bentuk kekerasan. Disamping hal-hal itu juga, kadang-kadang

kekerasan merupakan tindakan yang normal, namun tindakan yang sama pada suatu situasi

yang berbeda akan disebut penyimpangan.1

Situasi dimana suatu tindakan kekerasan  dapat dikategorikan sebagai tindakan agresif dan

kapan tindakan kekerasan dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan normal dan

situasional. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang

terbuka (overt) atau tertutup (covert) dan baik yang bersifat menyerang (offensive) atau yang

bersifat bertahan (deffense) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain2.

Kekerasan (violence) menurut sebagian para ahli disebut sedemikian rupa sebagai tindakan

yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang

bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu kekerasan adalah sebagai suatu bentuk

kejahatan.

Dalam pandangan klasik suatu tindak kekerasan (violence) menunjukan kepada tingkah laku

yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja

1 Muhammad Mustofa, Prevensi Masalah Kekerasan Di Kalangan Remaja,Depok: 1996
2 Jack D. Douglas & Frances Chaput Waksler, Teori-Teori Kekerasan, Jakarta: PT. Ghalia, 2002, hlm. 11.



maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap

harta benda atau fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang3, defenisi sangat

luas sekali karena menyangkut pula  perbuatan mengancam di samping suatu tindakan nyata.

Namun demikian kekerasan dilihat dari persfektif kriminologi, kekerasan ini menunjukan

kepada tingkah laku yang berbeda-beda baik motif maupun mengenai tindakannya seperti

perkosaan dan pembunuhan.

Istilah kekerasaan digunakan oleh John Conrad dengan istilah “Criminally Violence”,

sedangkan Clinard dan Quenney menggunakan istilah ”Criminal violence”, di Columbia

istilah kekerasan dikenal dengan “La Violencia”.

Kejahatan kekerasan oleh Yesmil Anwar diartikan sebagai4: “Penggunaan kekuatan fisik

dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok

orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian

psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak”.

Berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk

kejahatan itu sendiri. Bahkan ia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang

studi kejahatan. Semakin menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan

dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya

kejahatan semacam ini. Dengan demikian pada gilirannya model kejahatan ini telah

membentuk persepsi yang khas di kalangan masyarakat.

3 Romli Atmasasmitha, Teori & Kapita Selekta Kriminolog, Bandung: PT. Eresco, 1992,
hlm. 55.
4 Yesmil Anwar, Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum, UNPAD
Press: Bandung, 2004, hlm. 54.



Dalam kamus bahasa Indonesia kekerasan diartikan dengan5:

“Perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau
matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada
paksaan. Menurut penjelasan ini, kekerasaan itu merupakan wujud perbuatan yang lebih
bersifat fisik yang mengakibatkan  luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain.
Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau
tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.”

Sedangkan yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah kekerasan

yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri.  Menurut Pasal 1

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

(UU PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau

penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami,

walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam

rumah tangga itu.  Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah,

perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembatu rumah

tangga, tinggal di rumah ini.  Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena

terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami.  Padahal

perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban

serta menindak pelakunya.

5 Trisno Yuwono, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis, Surabaya: Arkola, 1994, hlm. 223.



Adapun yang termasuk cakupan rumah tangga menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

a. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);

b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana disebutkan di

atas karena hubungan darah, perkawinan (misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan),

persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut,

dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan (Pasal 2 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT).

Sedangkan yang menjadi bentuk-bentuk atau klasifikasi dari kekerasan dalam rumah tangga

adalah:

1. Kekerasan Fisik

a. Kekerasan Fisik Berat; berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul,

menyundut, melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan, dan semua perbuatan

lain yang dapat mengakibatkan:

1) Cedera berat

2) Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari

3) Pingsan

4) Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan  atau yang

menimbulkan bahaya mati

5) Kehilangan salah satu panca indera.

6) Mendapat cacat.

7) Menderita sakit lumpuh.



8) Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih

9) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan

10) Kematian korban.

b. Kekerasan Fisik Ringan;  berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan

lainnya yang mengakibatkan:

1) Cedera ringan

2) Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat

3) Melakukan repitisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan

berat.

2. Kekerasan Psikis

a. Kekerasan Psikis Berat;  berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi,

kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan

isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan,

kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis yang masing-

masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa

hal berikut:

1) Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual

yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun.

2) Gangguan stres pasca trauma.

3) Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis)

4) Depresi berat atau destruksi diri



5) Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan

atau bentuk psikotik lainnya

6) Bunuh diri

b. Kekerasan Psikis Ringan;  berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi,

kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan

isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan,

ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis yang masing-masingnya bisa

mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal di bawah ini:

1) Ketakutan dan perasaan terteror

2) Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak

3) Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual

4) Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa

indikasi medis)

5) Fobia atau depresi temporer

3. Kekerasan Seksual

a. Kekerasan seksual berat, berupa:

1) Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual,

mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa

muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.

2) Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak

menghendaki.



3) Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau

menyakitkan.

4) Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan

tertentu.

5) Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan

korban yang seharusnya dilindungi.

6) Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang

menimbulkan sakit, luka,atau cedera.

b. Kekerasan Seksual Ringan;  berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar

verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti

ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual

yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban. Melakukan

repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.

4. Kekerasan Ekonomi

a. Kekerasan Ekonomi Berat;  yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat

sarana ekonomi berupa:

1) Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran.

2) Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya.

3) Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau

memanipulasi harta benda korban.



b. Kekerasan Ekonomi Ringan;  berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan

korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan

dasarnya.6

B. Penelantaran dalam Rumah Tangga

Penelantaran menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi: “Setiap orang dilarang menelantarkan

orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau

karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharan

kepada orang tersebut”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut jelas bahwa yang dimaksud dengan penelantaran adalah setiap

bentuk pelalaian kewajiban dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut

hukum seseorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap kehidupan

orang yang berada dalam lingkungan keluarganya.

Jadi penelantaran rumah tangga yang dimaksud adalah penelantaran yang dilakukan misalnya

oleh suami terhadap istri ataupun oleh orang tua terhadap anak.  Namun penelantaran yang

dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak hanya sebatas keluarga inti saja, karena berdasarkan isi

Pasal 2 juga suatu tindakan dapat dikatakan penelantaran apabila menelantarkan keluarga lain

yang tinggal bersamanya dan menggantungkan kehidupannya kepada kepala rumah tangga.

Sebutan tindakan penelantaran tidak hanya berlaku saat masih menjadi pasangan utuh dalam

rumah tangga, penelantaran juga dapat terjadi pada pasangan suami isteri yang telah bercerai.

6 http://www.lbh-apik.or.id/fact-58.htm, Sekilas Tentang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga,diakses tanggal 3 November 2011.



Seorang ayah sesuai Undang-Undang ditunjuk sebagai yang menanggung biaya anak bila

mampu dikatakan melakukan tindakan penelantaran apabila anak yang masih di bawah tanggung

jawabnya tidak diperhatikan hak-hak dan kepentingannya.

Tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga jika dikaitkan dengan ketiga kategori di atas,

berdasarkan sifatnya, penelantaran dapat digolongkan pada kategori omisionis, karena

memberikan kehidupan kepada orang-orang yang berada di bawah kendalinya adalah merupakan

perintah Undang-Undang, sehingga jikalau seseorang (ayah/suami) tidak memberikan sumber

kehidupan tersebut kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya (istri/anak) berarti

ayah/suami telah melalaikan kewajiban dan melakukan tindak pidana penelantaran.

C. Unsur-Unsur Penelantaran dalam Rumah Tangga

Syarat utama memungkinkan adanya penjatuhan pidana adalah adanya perbuatan (manusia) yang

memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang, hal ini adalah konsekuensi dari asas legalitas.

Rumusan delik ini penting, artinya sebagai prinsip kepastian, Undang-Undang pidana sifatnya

harus pasti, didalamnya harus dapat diketahui apa yang dilaranng atau apa yang diperintahkan.

Pada prinsipnya tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan

yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam

alam lahir.  Namun unsur-unsur tindak pidana secara keseluruhan pada umumnya dapat dibagi

atas7:

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

7 Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2002, hlm. 59.



c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

d. Unsur melawan hukum yang obyektif

e. Unsur melawan hukum yang subyektif

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan:

(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal
menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib
memberikan kehidupan,perawatan, atau pemeliharaan pada orang tersebut.
(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang
mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk
bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali
orang tersebut.

Penelantaran rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 tentang Penghapusan

Kekerasan dalam Rumah Tangga maka dapat dijabarkan bahwa unsur-unsur tindak pidana

menelantarkan istri adalah8:

a. Unsur kelakuan yang disebut dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah

perbuatan menelantarkan dalam rumah tangga dimana kedudukan suami sebagai kepala

rumah tangga seharusnya memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan pada orang

tersebut. Sedangkan unsur akibat yang ditimbulkan adalah terlantarnya rumah tangga yang

telah dibangun atas dasar kesepakatan dalam ikatan pernikahan.

b. Unsur hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan menurut beberapa penulis Belanda

berpendapat bahwa keadaan tadi merupakan strafbaar feit, sekalipun tambahan.  Sehingga

unsur ini lebih condong untuk memandangnya sebagai elemen perbuatan pidana tetapi sebagai

syarat penuntutan.  Untuk hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan penelantaran

8 Rika Saraswati, Ibid, hlm.29.



istri adalah suami tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada istri

maupun anak.

c. Untuk unsur keadaan tambahan yang memberatkan pidana dalam Pasal 9 dan Pasal 49

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak mengatur hal-hal yang dapat memberatkan

pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran isteri.

d. Tindakan penelantaran dalam rumah tangga setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2004 sudah menjadi perbuatan melawan hukum pidana dimana ada sanksi pidana yang

mengaturnya secara khusus dalam Undang-Undang tersebut.  Unsur perbuatan melawan

hukum obyektif yang terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah:

(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal
menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib
memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan pada orang tersebut.
(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap  orang yang
mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk
bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali
orang tersebut.

e. Unsur melawan hukum yang subyektif merupakan sifat melawan hukumnya perbuatan

tergantung pada bagaimana sikap batinnya terdakwa.  Pengetahuan tentang sifat melawan

hukum yang subyektif ini relatif belum lama, dapat disimpulkan dalam tindak pidana

penelantaran dalam rumah tangga yang menjadi unsur melawan hukum yang subyektifnya

adalah niat suami.

D. Bentuk-Bentuk Penelantaran dalam Rumah Tangga

Menurut pusat komunikasi kesehatan berprespektif gender bentuk penelantaran rumah tangga

selain tidak memberikan nafkah kepada istri, tetapi juga membiarkan istrinya bekerja untuk



kemudian penghasilannya dikuasi suami, bahkan mempekerjakannya sebagai istri dan

memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupannya.

Jika dibandingkan dengan rumusan kekerasan Rancangan Undang-Undang Kekerasan dalam

Rumah Tangga yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia

untuk keadilan, istilah yang digunakan adalah kekerasan ekonomi yang berarti: “Setiap

perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja didalam atau diluar yang menghasilkan

uang, barang dan/atau jasa, dan/atau membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi atau

menelantarkan anggota keluarga.”

Istilah kekerasan ekonomi juga digunakan didalam usulan perbaikan atas Rancangan Undang-

Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diusulkan oleh Badan Legislatif Dewan

Perwakilan Rakyat, tanggal 6 Mei 2003.  Dalam Pasal 1 angka 6 usulan tersebut disebutkan

bahwa kekerasan ekonomi adalah: “Setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian secara

ekonomi dan terlantarnya anggota keluarga dan/atau menciptakn ketergantungan ekonomi

dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja didalam atau diluar rumah, tidak memberi

nafkah, meniadakan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber ekonomi, dan menelantarkan

anggota keluarga.”

Dari definisi yang diberikan oleh Badan Legislatif diatas maka dapat diketahui bahwa dengan

digunakannya istilah penelantaran rumah tangga dalam Undang-Undang Kekerasan dalam

Rumah Tangga tampak bahwa pembuat Undang-Undang cenderung untuk mempersempit

tindakan-tindakan yang sebenarnya dapat dikatakan sebagai kekerasan ekonomi9.

9 Rika Saraswati, Ibid. hlm.27.



Penelantaran dalam rumah tangga akan menimbulkan ketergantungan secara ekonomi hanya

merupakan dua dari sekian banyak jenis kekerasan ekonomi, seperti mengeksploitasi istri dengan

cara menyuruh istri bekerja, tetapi penghasilannya tersebut kemudian diminta suami dan istri

tidak memiliki akses apapun atas penghasilannya tersebut, memakai dan menjual barang-barang

milik istri untuk keperluan yang tidak  jelas.

E. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Menurut Arif Gosita, perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan hukum (tertulis

maupun tidak tertulis) yang dapat menjamin rasa aman kepada seseorang agar ia dapat benar-

benar melaksanakan hak dan kewajibannya.10

Perlindungan hukum sendiri menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan

pemberian antuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korbn yang wajib

dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya yang sesuai

dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban

dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa

perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak

hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada

korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang

diberikan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

10 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta: Akademi Pressindo, 1989. Hlm. 53.



Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini memberikan perlindungan hukum kepada

saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.

Perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban

dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

F. Korban Penelantaran dalam Rumah Tangga

Secara etiologis korban adalah merupakan orang yang mengalami kerugian baik kerugian fisik,

mental maupun kerugian finansial yang merupakan akibat dari suatu tindak pidana (sebagai

akibat) atau merupakan sebagai salah satu faktor timbulnya tindak pidana (sebagai sebab).

Korban diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat tindak pidana

dan rasa keadilannya secara langsung terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai

target/sasaran tindak pidana.  Konsepsi korban Tindak Pidana terumuskan juga dalam

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, yaitu: 11

1. Korban tindak pidana (Victim of Crime) meliputi:

a. Korban Langsung (Direct Victims)

Yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak

pidana dengan karakteristik sebagai berikut :

1) Korban adalah orang baik secara individu atau secara kolektif.

2) Menderita kerugian meliputi: luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan

pendapatan dan penindasan hak-hak dasar manusia.

3) Disebabkan adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana.

4) Atau disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.

11 Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power.



b. Korban Tidak Langsung (Indirect Victims)

Yaitu timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban

langsung (direct victims) atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia

sendiri menjadi korban tindak pidana, atau mereka menggantungkan hidupnya kepada korban

langsung seperti isteri/suami, anak-anak dan keluarga terdekat.

2. Victims of abuse of power

Korban adalah orang yang secara individual atau kolektif menderita kerugian, termasuk luka

fisik atau mental, penderitaan emosional, kehilangan ekonomi atau pelanggaran terhadap pokok-

pokok hak dasar mereka, melalui perbuatan-perbuatan atau kelalaian yang belum merupakan

pelanggaran undang-undang pidana Nasional tetapi norma-norma diakui secara Internasional

yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia12.

Di dalam kasus tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga, menurut pengertian

Penelantaran dalam rumah tangga sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah:

(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam Iingkup rumah tangganya, padahal
menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib
memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang
yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang
untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah
kendali orang tersebut.

Dari pengertian diatas maka yang dapat dikatakan sebagai korban penelantaran dalam rumah

tangga adalah mereka yang tidak memperoleh kehidupan yang layak, perawatan, pemeliharaan,

12 Bambang Djoyo Soepeno, Diklat Viktimologi. Semarang: Fakultas Hukum. Universitas 17 Agustus. 1997.



mengalami ketergantungan ekonomi, serta dibatasi untuk bekerja dengan layak di dalam atau di

luar rumah.

Secara garis besar dalam kasus kekerasan rumah tangga seperti tindakan penelantaran ini,

memang yang paling rentan untuk menjadi korban adalah wanita/isteri dan anak. Salah satu

penyebabnya karena berbagai keterbatasan natural yang dimiliki wanita/isteri serta anak

dibandingkan kaum pria, baik secara fisik maupun psikis.

Dengan adanya korban penelantaran dalam rumah tangga, maka sangat dibutuhkan upaya

penegakan dalam bidang hukum khususnya perlindungan terhadap korban penelantaran dalam

rumah tangga.  Upaya penanggulangan kejahatan (criminal policy) dapat dilakukan dengan dua

cara yaitu melalui sarana penal atau fungsionalisasi hukum dan non penal atau fungsionalisasi

non hukum pidana. Sarana penal diartikan sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan dengan

memfungsikan aksistensi hukum pidana untuk menanggulanginya. Sedangkan sarana nonpenal

dilakukan dengan cara memfungsikan semua aspek selain hukum pidana seperti aspek hukum

perdata atau hukum administrasi negara.

Bentuk kriminalisasi dari tindak  kejahatan penelantaran rumah tangga merupakan salah satu

cara untuk melindungi dan membantu korban dalam memperoleh hak-haknya ketika pelaku

menelantarkan anggota keluarga tanpa memberikan kewajiban dalam hal perawatan ataupun

pemeliharaan dan juga membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di

luar rumah tangga, pada umumnya kekerasan yang diderita oleh korban baik secara fisik maupun

seksual bahkan penelantaran ekonomi terhadap dirinya akan berdampak besar kepada kejiwaan

atau psikis korban tindak kekerasan tersebut.



Hal ini  merupakan bentuk realisasi dari banyaknya korban yaitu istri ataupun anak yang telah

ditelantarkan oleh suami atau ayahnya.  Oleh sebab itu sangat diperlukan perlindungan hukum

bagi para korban tindak penelantaran yang dilakukan oleh suami atau seorang ayah terhadap istri

dalam lingkup rumah tangga sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.


